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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang menitik beratkan pada daerah
kabupaten/kota yang memberikan kewenangan luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan
otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan
daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh
potensi dan sumber daya yang tersedia. Wewenang dan tanggung
jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukan adanya aparat
birokrasi yang semakin bertanggung jawab. Muara dari pelaksanaan
otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintahan yang good
governance akan menghasilkan birokrasi yang handal dan
profesional, efisien, produktif serta memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat terjadi
sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi
dalam satu kesatuan langkah menunju tercapainya tujuan

pembangunan nasional.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi
mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi

membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan



instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja
maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Disamping itu kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi
dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dalam partisipasi
masyarakat. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah
melalui jaringan informasi perlu terus dikembangkan terutama dalam
penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya
data dan informasi pada instansi pemerintah yang dianalisis dan
dimamfaatkan secara cepat akurat dan aman pada sektor

kependudukan.

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan
peluang, aparatur negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan
yang sebaik—baiknya berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan
penerima layanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam
pemberian layanan baik berupa barang maupun jasa. Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung spirit untuk terciptanya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memungkinkan
terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang
lebih ringkas dan memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam

pemberian dan peningkatan kualitas layanan.

Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diberikan aparatur

kepada masyarakat, mulai dari urusan akta kelahiran sampai dengan



urusan surat kematian atau yang dikenal dengan istilah catatan sipil.
Catatan sipil juga merupakan suatu catatan yang menyangkut
kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar
kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting
seseorang seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian,
pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang
menangani hal-hal yang menyangkut peristiwva kependudukan yang
sengaja diadakan oleh pemerintah, dan bertugas untuk mencatat,
mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa

penting bagi status keperdataan seseorang.

Dari berbagai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil tersebut salah satunya adalah pelayanan terhadap kelahiran
yaitu pembuatan akta kelahiran yang mana akta kelahiran itu sendiri
menjadi penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat
dan sah secara hukum atas kelahiran seseorang, dan juga akta
kelahiran ini berguna untuk keperluan anak nanti, misalnya syarat
untuk mendaftarkan anak ke sekolah dan sebagai bukti yang sah atas
anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak tersebut. Pentingnya akta
kelahiran tersebut tidak langsung membuat semua masyarakat
merasa harus membuat akta kelahiran sehingga dibutuhkan juga

motivasi atau dorongan yang diberikan kepada masyarakat tersebut



agar mengetahui pentingnya akta kelahiran dan segera membuat akta

kelahiran tersebut.

Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan
atau kurang paham akan pentingnya Akta Kelahiran. Akta Kelahiran
wajib dimiliki bagi penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran dan
Akta Kelahiran sangat penting untuk menentukan status hukum
seseorang. Di bidang pencatatan kelahiran ini, Indonesia masih
tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia,
Singapura, dan Filiphina. Di negara-negara tersebut tingkat
pencatatan kelahiran sudah 95% dari jumlah anak yang lahir.
Sementara di Indonesia, menurut laporan penelitian yang
dilaksanakan BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa baru 30,6% anak-
anak berusia di bawah lima tahun yang tercatat atau memiliki Akta

Kelahiran.

Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005,
kepemilikan akta kelahiran di Indonesia seluruhnya baru mencapai
58,95%. Ternyata anak balita yang berasal dari 20% rumah tangga
termiskin yang belum punya akta kelahiran sekitar 75,1%. Padahal
sudah 300 Pemkab/kota yang menggratiskan pembuatan akta
kelahiran, tetapi masih ada juga yang memasukkan biaya pengurusan
akta kelahiran sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Seluruh
peristiwva penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek

hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang



bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai
bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan

demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Dengan demikian dibutuhkan sebuah pola penyelenggaraan
pelayanan  publik dalam suatu Ilembaga terkait yang
dapatmempengaruhi baik atau buruknya kualitas pelayanan lembaga
tertentu dalam hal ini Dinas Catatan Sipil. Pentingnya suatu pelayanan
di suatu instansi manapun harus mengutamakan kualitas dari
pelayanan itu sendiri baik di instansi swasta maupun di
pemerintahan.Pentingnya kualitas pelayanan itu sendiri banyak
membawa dampak, dengan pelayanan yang baik di suatu instansi
dapat memajukan instansi itu sendiri dan tercapainya kualitas

pelayanan itu sendiri.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan
layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang
telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Pelayanan publik
merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang
birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam
rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan
pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di
suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,



pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan

sektor lain.

Namun pada kenyataanya penyelenggaraan pelayanan publik
yang dilakukan oleh pemerintah terkhusus dalam penyelesaian
dokumen akta catatan sipil masih dihadapkan pada pelayanan yang
belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang
belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti
melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Hasil dari sejumlah penelitian dan riset, menyebutkan bahwa
warga pengguna layanan publik dalam hal penyelesaian dokumen
akta catatan sipil belum merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan oleh birokrasi pemerintah yakni dinas catatn sipil. Hal ini
terjadi karena semua peraturan dan sistem pelayanan ditentukan
secara sepihak oleh birokrasi pemerintah tanpa bertanya atau
berusaha memahami kesulitan, harapan dan aspirasi warga terhadap
pelayanan yang sebetulnya diinginkan warganya. Pelayanan publik
perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan masyarakat
dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan
yang memenuhi indikator pelayanan yang baik yakni dengan

memberikan pelayanan dengan standar efisiensi waktu, pelayanan



yang sopan dan kemudahan dalam mendapatkan sebuah pelayanan.
Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka
dapat dikatakan kebutuhan telah terpenuhi sehingga dapat

memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal di atas, maka penulis tertarik
untuk meneliti dan memilih judul: “PELAKSANAAN KETENTUAN
TENTANG ASAS KETEPATAN WAKTU DALAM PENYELESAIAN
DOKUMEN AKTA CATATAN SIPIL (STUDI KASUS KANTOR

CATATAN SIPIL MAKASSAR)™.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan
proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian akta
pengangkatan dan pengesahan anak pada kantor catatan sipil Kota
Makassar?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan ketepatan waktu
penyelesaian akta pengangkatan dan pengesahan anak pada

kantor catatan sipil Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang penulis uraikan adalah

sebagai berikut :



(1) Untuk mengetahui pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian
akta pengangkatan dan pengesahan anak pada kantor catatan
sipil Kota Makassar.

(2) Untuk mengkaji dan mengetahui faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian akta pengangkatan
dan pengesahan anak pada kantor catatan sipil Kota Makassar

1.4. Kegunaan Penelitian
Penulisan ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis
maupun praktis sebagai berikut:

(1) Segqi teoritis, dimana lebih menekankan pada pengembangan
khazanah ilmu hukum tata negara pada umumnya dan
khususnya mengenai pelaksanaan ketentuan tentang asas
ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen akta catatan sipil.

(2) Segi praktis, semoga hasil penelitian ini memberi motivasi dan
menambah wawasan kepada masyarakat luas pada umumnya
agar dapat memahami pelaksanaan ketentuan tentang asas
ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen akta catatan sipil
serta khususnya diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat
menambah wawasan bagi para pembacanya dan dapat
mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bidang

hukum.



1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Pendekatan Masalah
Dalam peneltian ini pendekatan masalah yang dilakukan
adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan
dari data kepustakaan, wawancara, dokumen dari dinas catatan
sipil. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini
adalah menggambarkan secara empiris dengan terperinci dan
tuntas.
1.5.2 Lokasi Penelitian
Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui
dengan jelas obyek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah
Kantor Catatn Sipil di Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian
dipilih secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan
bahwa karena kantor Catatan Sipil merupakan kantor yang
memberikan layanan penyelesaian akta pengangkatan dan
pengesahan anak serta merupakan lokasi yang tepat dengan
permasalahan yang akan diteliti.
1.5.3 Jenis dan Sumber Data
Adapun sumber data dari penulisan karya hukum ini
diklasifikasikan kedalam 2 (dua) sumber data berdasarkan jenis

data tersebut, yaitu:



a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti yaitu dari Kantor Catatn Sipil Kota
Makassar.

b. Data Sekunder vyaitu data yang diperoleh dari pengkajian
pustaka baik dari dari peraturan perundang — undangan ataupun
sumber bacaan lain seperti buku, artikel, hasil penelitian ataupun

dari media elektronik berupa media internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data karya hukum ini, peneliti melakukan
pengumpulan data melalui beberapa cara sebagai berikut:
a. Penelitian Kepustakaan
yaitu peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber
bacaan baik berupa peraturan perundang — undangan ataupun
dari sumber bacaan lain seperti buku, majalah, surat kabar,
artikel , makalah, hasil penelitian, ataupun dari berbagai media
elektronik seperti media computer/internet yang relevan dengan
judul karya hukum ini.
b. Penelitian Lapangan
1) Dokumentasi
yaitu peneliti akan mengumpulkan data — data tertulis
yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan judul

karya hukum ini baik berupa surat ataupun data statistik.
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2) Wawancara
yaitu peneliti akan melakukan wawancara langsung
dengan beberapa pihak terkait yang ada di lokasi penelitian
guna menjawab permasalahan yang ada dalam karya hukum
ini, seperti:
— Kepala Dinas Catatan Sipil
— Sekretaris Dinas Catatan Sipil
— Beberapa Kasi Dinas Catatan Sipil
— Tokoh masyarakat
1.5.5 Analisis Data
Data yang diperoleh baik Primer maupun sekunder
dianalisis secara Kualitatif, kemudian disajikan secara Deskriptif
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Penggunaan teknis analisis kualitatif mencakup semua data
penelitian yang diperoleh dari dua macam teknik pengumpulan
data (Kepustakaan, dan Lapangan). Adapun data hasil penelitian
berupa angka-angka presentase yang bersumber dari penggunaan
teknik kuisioner, bukan merupakan hasil kuantitatif yang secara
langsung menghasilkan kesimpulan penelitian, akan tetapi hanya
merupakan data pendukung guna mempertajam analisis kualitatif
dan memperdalam materi bahasan dan hasil penelitian kemudian
dibahas secara objektif untuk memperoleh hasil sehingga dapat

ditarik kesimpulan.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya
pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib
dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk
pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi
yang memberikan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-
hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum
efektif dan efisien serta kualitas SDM aparatur yang belum memadai.
Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari

masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa.

Definisi pelayanan menurut Gronross (Ratminto dan Atik Septi
Winarsih, 2006: 2) ialah:

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkain aktivitas
yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi
sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan
karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan
pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk pemberi
pelayanan yang dimaksudkan utuk memecahkan permasalahan
konsumen/ pelanggan.
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Sedangkan definisi pelayanan menurut Hardiyansyah (2011:11)
mendefinisikan bahwa: “Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas
yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu

berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

Pendapat lain tentang definisi dari pelayanan menurut Kotler
(Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2011:4) adalah “Setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik.”

Jadi pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan,
karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam
masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan
dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi

pelayanan.

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai
pandangan berpikir yang sama dan harapan yang sama, maksudnya
adalah setiap orang mempunyai pandangan yang sama terhadap

suatu hal yang bersifat umum.

Sementara istilah publik menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk

(2011:5), bahwa:
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Publik berasal dari bahasa Inggris, yakni public yang berarti
umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah
diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang
berarti umum, orang banyak, ramai.

Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999:18) arti dari kata publik
itu sendiri adalah: “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Berdasarkan Pendapat para ahli di atas mengenai publik, maka
dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang
memiliki kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan yang

berhubungan dengan orang banyak.

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan
umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik.
Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka
penulisakan menjabarkan terlebin dahulu definisi dari pelayanan
publik.

Menurut Rasyid (Hardiyansyah 2011:14) definisi pelayanan
publik ialah:

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani)

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. la tidaklah
diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani
masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan

setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.
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Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengertian pelayanan
publik ialah:

Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1), pelayanan publik adalah:

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan pendudukan atas

barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Menurut H.A.S Moenir (2006: 26), mengemukakan pengertian
dari pelayanan publik adalah:

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur

dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Pendapat tentang definisi pelayanan publik menurut Sadu
Wasistiono (Hardiyansyah, 2011:11) adalah: “Pemberian jasa baik
oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan
atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau

kepentingan masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelayanan publik dapat

diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau
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masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemudian,
penyelenggara pelayanan publik merupakan setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan

pelayanan publik.

Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan memberikan arah untuk
dilakukannya perubahan pola pikir aparatur pemerintah daerah, di
dalam menyikapi perubahan dan/atau pergeseran paradigma
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada
pelayanan. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
semula didasarkan pada paradigma rule government yaitu yang
mengedepankan prosedur, bergeser menjadi paradigm good
governance yang mengedepankan kebersamaan, transparansi,

akuntabilitas, keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam penulisan karya ilmiah ini ialah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan.
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan

Sipil Di Kota Makassar.

2.3 Objek dan Subjek Pelayanan Publik

Objek dalam pelayanan publik ialah pelayanan publik itu
sendiri. Yang dimaksud disini ialah pelayanan yang diberikan oleh
aparatur pemerintah. Seperti yang sudah diutarakan pada sub bab
sebelumnya bahwa pelayanan publik merupakan pemberian layanan
keperluan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan. Kemudian, penyelenggara pelayanan publik merupakan
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk

kegiatan pelayanan publik.

Seperti yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (2006:136) yang
memberikan pandangan tentang objek pelayanan publik, adalah:

Objek pelayanan publik merupakan bagian dari serangkaian
aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi
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kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan
disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan
publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta
kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin
usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO),
izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan
sebagainya.

Sedangkan subjek dari pelayanan publik adalah penyelenggara
pelayanan publik. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik bahwa:

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik.

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi
pemerintah. Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi
satuan kerja atau satuan orang kementrian, departemen, lembaga,
pemerintahan non departemen, kesekertariatan lembaga tertinggi dan
tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun
daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai penerima
pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan

badan hukum.

18



2.4 Asas-asas Pelayanan Publik

Pelayanan  publik harus selalu berubah  mengikuti
perkembangan masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis.
Dalam hal ini pemerintah harus melakukan negosiasi dan
mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. Sehingga
pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang
diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu
rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar,

tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan
pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-
asas pelayanan. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas
pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan Poltak Sinambela,
dkk (2011:6) mengemukakan asas-asas dalam pelayanan publik
tercermin dari:

a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai
serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas.

d. Partisipatif
Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
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e.

Kesamanan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
Keseimbangan Hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi
hak dan kewajiban masing- masing pihak.

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu

rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana (dalam arti lugas,

bukan dengan cara yang tradisional), terbuka, lancar, tepat, lengkap,

wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itulah menurut Amin lbrahim

(2008:19-20) setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur dasar (asas-

asas) antara lain sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima

d.

pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui
dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada
keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus

disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan
masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap
berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.

Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut
harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan,
kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Instansi/Lembaga  Pemerintah/Pemerintahan  “terpaksa
harus mahal”, maka Instansi/Lembaga
Pemerintah/Pemerintahan yang bersangkutan
berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk
ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur

dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
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Pelayanan Publik (Eny Kusdarini, 2011:190) yakni yang terdiri dari 12

asas:

. Kepentingan umum

Adalah  kepentingan orang banyak yang untuk
mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu.
Kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-
kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan
proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-
kepentingan lain.

. Kepastian hukum

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan. Keadaan dimana
perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun
organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah
digariskan oleh aturan hukum.

. Kesamaan hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ekonomi.

. Keseimbangan hak dan kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi
hak dan kewajiban masing-masing pihak.

. Keprofesionalan

Suatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu
pekerjaan dalam satu bidang.

. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif

Perlakuan yang didapat dari para pelayan publik sama rata
dan tidak melihat dari strata sosial masyarakat tersebut.

. Keterbukaan

Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara
terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat
baik yang diminta ataupun tidak.

. Akuntabilitas

Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok

Fasilitas yang didapat setiap orang sama, tidak ada
perlakuan khusus bagi kelompok tertentu.

11. Rentan

Pelayanan publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang
mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat.
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12.Ketepatan waktu
Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu
yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
13. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauan
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat, dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi informatika.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan
berkualitas apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi,
akuntabilitas, partisipasif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan
kewajiban, keprofesionalan, fasilitas, ketepatan waktu dan

kemudahan.

2.5 Syarat dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Akta Catatan Sipil

Dalam hal penyelesaian dokumen akta catatan sipil maka
terlebih dahulu memenuhi syarat dan prosedur yang sesuai dengan

ketentuan dalam dinas catatan sipil.

1. Persyaratan

Yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
Sehubungan dengan hal di atas, dalam sendi-sendi pelayanan
prima seperti yang dijelaskan Warella (1997:31) menyebutkan
bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat
digunakan kriteria-kriteria antara lain:
(1) Adanya kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis maupun

administrasi,
(2) Keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan,
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(3) Efisiensi persyaratan dalam arti bahwa dibatasi pada hal-hal
yang berkaitan langsung dengan pelayanan serta dicegah
adanya pengulangan pemenuhan persyaratan.

. Prosedur
Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam sendi-sendi pelayanan

prima seperti yang dijelaskan Warella (1997:31) menyebutkan

bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat
digunakan kriteria-kriteria antara lain:

(1) kesederhanaan, yaitu bahwa prosedur atau tata cara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-
belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh yang meminta
pelayanan,

(2) Adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau

tatacara pelayanan,
(3) Adanya keterbukaan dalam prosedur pelayanan.

Kemudian Tjiptono (2002:13) menyatakan bahwa ukuran
komprehensif untuk pelayanan sektor publik ialah “Convenience,
yaitu ukuran dimana pelayanan pemerintah adalah mudah
diperoleh dan dilaksanakan masyarakat”. Sementara itu salah satu
unsur pokok dalam menilai kualitas jasa menurut Tjiptono (2002:14)
ialah Accessibility and Flexibility, dalam arti sistem operasional atau
prosedur pelayanan mudah diakses dan dirancang fleksibel

menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan.
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Terdapat beberapa bagian dalam dokumen akta catatan sipil.

Akta catatan sipil yang merupakan catatan peristiwa-peristiwa penting

kehidupan seseorang meliputi akta kelahiran, perkawinan, perceraian,

pengakuan/pengesahan anak dan kematian. Berdasarkan Bab XI

tentang Pencatatan Sipil dalam Peraturan Daerah Kota Makassar

Nomor 9 Tahun 2009, dijelaskan penyelesaian dokumen akta-akta

catatan sipil.

Pada Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9

Tahun 2009, mengatur mengenai waktu penyelesaian atau penerbitan

dokumen akta catatan sipil, yakni:

coooTw

—h

Akta kelahiran dan kutipan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
Akta perkawinan dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
Akta perceraian dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
Akta kematian dan kutipan paling lambat 1 (satu) hari kerja;
Pencatatan pengangkatan anak (Adopsi) dan kutipan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja;

Akta pengakuan dan pencatatan pengesahan anak dan
kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

Pencatatan ganti nama dan kutipan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja;

Pencatatan perubahan dan Kutipan paling lama 3 (tiga) hari
kerja.

Sedangkan dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Makassar

Nomor 9 Tahun 2009 mengatur syarat dan prosedur dalam tarif

pelayanan dokumen akta catatan sipil, yakni:

(1) Besarnya tarif retribusi pelayanan penerbitan kependudukan dan
pencatatan sipil ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggantian Akta kelahiran Rp. 30.000,-
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Penerbitan Akta kelahiran yang pelaporannya melebihi
tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran Rp.
50.000,-

Penggantian KK yang rusak atau hilang Rp. 5.000,-
Penggantian KTP yang rusak atau hilang Rp. 25.000,-
Penerbitan KTP bagi wajib KTP sebagaimana dimaksud
pasal 8 ayat (2) yang terlambat pelaporannya 6 (enam)
bulan. Rp. 50.000,-

Penerbitan perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan
terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan. Rp. 50.000,-
Penerbitan Kartu identitas penduduk musiman Rp. 25.000,-
Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA Rp.500.000,-

Kartu Keluarga (KK) WNA Rp.250.000,-

Surat Keterangan Pindah WNA Rp.250.000,-

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA
Rp.250.000,-

Akta Kelahiran WNA Rp.250.000,-

. Akta Kematian WNA Rp.250.000,-

Akta Perkawinan WNI :

a) Di dalam kantor Rp.100.000,-
b) Di luar kantor Rp.125.000,-
Akta Perkawinan WNA

a) Di dalam kantor Rp.500.000,-
b) Di luar kantor Rp.750.000,-
Pendaftaran Perkawinan

a) WNI Rp. 20.000,-

b) WNA Rp. 50.000,-

. Akta Perceraian :

a) WNI Rp.100.000,-

b) WNA Rp.250.000,-
Akta Pengakuan Anak :
a). WNI Rp.100.000,-

b). WNA Rp.250.000,-
Akta Pengesahan Anak :
a) WNI Rp.100.000,

b) WNA Rp.250.000,-
Akta Pengangkatan Anak :
a) WNI Rp.100.000,-

b) WNA Rp.500.000,-

. Perubahan Akta :

a) WNI Rp. 50.000,-
b) WNA Rp.100.000,-
Perubahan Nama :
a) WNI Rp. 50.000,-
b) WN Rp.100.000,-

25



c) Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI
Rp.100.000,-
w. Kutipan :
a) WNI Rp. 40.000,-
b) WNA Rp.100.000,-
X. Peristiwa pencatatan sipil yang terjadi di Luar Negeri :
a) Kelahiran Rp. 50.000,-
b) Perkawinan Rp.100.000,-
c) Kematian Rp. 50.000,-
d) Perceraian Rp.100.000,-

2.6 Pengawasan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil

Pengawasan dalam pelayanan dokumen akta catatan sipil
diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009, yakni:

(1) Kepala SKPD melakukan koordinasi dengan instansi terkait
untuk pengawasan dan penertiban kepemilikan dokumen
kependudukan;

(2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun;

(3) Persyaratan dan tata cara pengawasan dan penertiban
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Melihat dari fungsi pengawasan tersebut, maka tidak dapat
dipisahkan pula dari kewenangan instansi pelaksana yang merupakan
unsur dalam hal pengawasan pelayanan dokumen catatan sipil. Hal ini
diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009, yaitu:

1) SKPD berwenang dan bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi dan
koordinasi urusan administrasi kependudukan;

2) Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan

Sipil dalam kerangka SIAK serta menerbitkan dan
menandatangani KK dan KTP serta dokumen kepedudukan
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dan catatan sipil lainnya sesuai dengan undang-undang
yang berlaku;

3) Merumuskan kebijakan dan pengaturan teknis terhadap
penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil;

4) Melakukan pemantauan / monitoring dan evaluasi serta
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan penerbitan
dokumen kependudukan;

5) Menyiapkan dan memberdayakan tenaga sumber daya
manusia (SDM) di tempat perekaman data Kecamatan dan
SKPD dalam upaya proses penerbitan output KK, KTP,
SKTT, Surat Pindah, dan Dokumen Kependudukan lainnya;

6) Menetapkan petugas dari SKPD di Tempat Perekaman
Data (TPD);

7) Menyediakan blanko formulir SIAK dan kebutuhan
penunjang lainnya tehadap pelaksanaan penerbitan
dokumen kependudukan;

8) Melakukan pembinaan dan pelatihan (bimbingan teknis)
kepada petugas penyelenggara di bidang administrasi
kependudukan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan SKPD
tentang kebijakan bidang administrasi kependudukan dan
catatan sipil;

9) Berwenang untuk melakukan pengkajian dan
pengembangan SIAK;

10)Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang
peristiwva kependudukan dan peristiwa penting yang
dilaporkan oleh penduduk;

11)Melaksanakan  pengelolaan  dan penyajian  data
kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil untuk kepentingan pembangunan;

12)Mempersiapkan data base kependudukan yang valid dan
akurat sebagai bahan informasi;

13)Mempersiapkan data yang bersifat perseorangan, agregat
serta proyeksi data penduduk;

14)Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang
disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;

15)Melakukan hak akses data meliputi memasukkan,
menyimpan, membaca, mengcopy data dan dokumen
kependudukan kecuali dari data pribadi penduduk.
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2.7 Pengangkatan dan Pengesahan Anak

2.7.1 Pengangkatan Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak, tidak merumuskan tentang pengertian
pengangkatan anak. Tetapi hanya merumuskan pengertian anak
angkat, yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan
atau penetapan pengadilan.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,
bahwa yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak adalah:

Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain
yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga
orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.

Berpijak pada pengertian atau batasan Pengangkatan Anak

tersebut, menurut Djaja S. Meliala (2007:56) bahwa:

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum
dengan maksud dan tujuan tertentu yang diatur oleh hukum
dan mempunyai akibat hukum tertentu, misalnya orang yang
mengangkat anak akan bertanggungjawab sepenuhnya lahir
dan batin terhadap anak yang diangkatnya.
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Sedangkan menurut M. Budiarto (1991:21) , akibat hukum yang

timbul dari pengangkatan anak ialah:

1. Anak secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat.

2. Anak angkat dijadikan sebagai anak angkat yang dilahirkan
dari perkawinan orang tua angkat.

3. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat

4. Karena pengangkatan anak, maka terputus segala

hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena
kelahiran (antara anak dan orang tua kandung).

Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi  Kependudukan mengatur mengenai Pencatatan

Pengangkatan Anak, yaitu :

1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan
penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.

2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada
Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Persyaratan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 12 &
Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak, yakni:

Pasal 12
(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga
pengasuhan anak; dan
d. memerlukan perlindungan khusus;
(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas
utama,
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum
berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan
mendesak; dan
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c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak
memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

a.
b.

oo

—5 @™o

K.

sehat jasmani dan rohani;

berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

beragama sama dengan agama calon anak angkat;
berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak kejahatan;

berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;

tidak merupakan pasangan sejenis;

tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki
satu orang anak;

dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua
atau wali anak;

membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan
dan perlindungan anak;

adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6
(enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

2.7.2 Pengesahan Anak

Dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang

dimaksud dengan Pengesahan Anak adalah: “pengesahan status

seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat

pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut”.

Adapun tata cara pengesahan anak adalah dengan merujuk

kepada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
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Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Undang-Undang
Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan
perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang
tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum
agama dan hukum negara.

3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada register akta pengesahan anak dan
menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menurut Erna Sofwan Syukrie (www.kemenag.co.id) pengertian
pengesahan anak dapat dibagi dua menjadi pengertian formil dan
materiil, yaitu

Dalam pengertian formil pengesahan anak menurut hukum
adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari
seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-
anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materil yang
dimaksud pengesahan anak adalah merupakan perbuatan
hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara
anak dengan yang mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa
yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan
anak tersebut. Jadi, penekanannya bukan kepada siapa yang
membuahi atau membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada
pengakuannya sehingga menjadi sumber lahirnya hubungan
kekeluargaan itu. Dengan adanya pengesahaan itu, anak yang
diakui itu menjadi anak yang sah dan berhak atas warisan dari
pria yang mengakuinya.

Terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah,
dapat dilakukan Pengakuan Anak atau Pengesahan Anak. Kalau
Pengakuan anak hanya sebatas pengakuan dari ayah kandungnya

yang disetujui oleh ibu kandungnya, tanpa diikuti dengan perkawinan
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ibu-bapaknya, tapi dalam Pengesahan Anak ibu dan bapak si anak
tersebut melangsungkan pernikahan dan pada saat pencatatan
perkawinan si anak diakui sebagai anak kandung mereka. Dan
Pengesahan Anak ini merupakan suatu upaya hukum (rechtsmiddel)
untuk memberikan suatu kedudukan sebagai anak sah melalui

perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.
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BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Data Tentang Permohonan Penyelesaian Akta Catatan Sipil

Pengangkatan Dan Pengesahan Anak Tahun 2012-2015

Sebelum masuk dalam pembahasan tentang data permohonan
penyelesaian akta catatan sipil pengangkatan dan pengesahan anak,
Penulis menguraikan terlebih dahulu visi, misi, dan struktur organisasi

Dinas Catatan Sipil Kota Makassar.

Berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah nomor 3 tahun
2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan
kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku. Dimana dalam
melaksanakan tugasnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
berkoordinasi dengan pihak terkait, yang meliputi 14 Kecamatan dan

143 Kelurahan di Kota Makassatr.

Dengan jumlah pegawai sebanyak 140 orang, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar terus berusaha
meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Hal ini tentu

saja semata-mata hanya untuk mewujudkan kepuasan masyarakat
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dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Hal
ini tergambar dalam motto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

yaitu “Kepuasan Masyarakat Adalah Kebanggaan Kami”

Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu
‘Makassar Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2019
Sedangkan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil adalah

sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil secara terintegrasi melalui Sitem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK)

2. Meningkatkan penyusunan database kependudukan secara
berkelanjutan

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional secara
berkelanjutan

4. Menambah kembangkan sarana dan prasarana SIAK
secara berkelanjutan

5. Meningkatkan kajian kebijakan dan pengendalian
administrasi kependudukan dan catatan sipil

6. Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi dengan instansi

terkait dalam melaksanakan tugas.

34



Struktur organisasi pada dinas catatan sipil ialah sebagai berikut:

KEPALA DINAS
NIELMA PALAMBA, SH, M.AP

|
SEKRETARIS
MUHAMMAD YARMAN, A.P, S.IP
I |
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN KASUBAG KEUANGAN KASUBAG PERLENGKAPAN
'ST. MULYATI S. MULIATI, SE YOHANA REMBANG, BSc
KABID ADMINISTRASI KABID AKTA KELAHIRAN, KEMATIAN KABID AKTA PERKAWINAN & KABID DATA DAN INFORMASI
— KEPENDUDUKAN 1 DAN PENGANGKATAN ANAK PENGAKUAN ANAK —— HERDIANA HAKIM, SH
Dra. Hj. MELYANA ZUMBRIANA, MM Drs. FENDI SAPA Drs. Y. SITURU, M.Si
KASI ADMINFI,SE'II'“RI;ASII) I:JEKNDAFTARAN || o PR KASI AKTA PERKAWINAN KASI PE:;:J“Q::'Z:IN DAN
1 " H. ERWIN ABBAS, S.sos, M.Si Dra. DERMAULI HUTAGAOL FERUBAHAN
Dra. INDRAWATY SR WAL MUH. RUSLI LANDAHUR, SH
KAS| MUTASI DAN PELAPORAN MUTPA:"'\IgG';:ELAPORAN | | KASIKELAHIRAN TERLAMBAT KASI AKTA PERCERAIAN KAS| PENYULUHAN
] SANIMBARE, SE ANRIANY SALENG, S.IP, M.Si BETTY JANE, S.S0s CHAIDIR, S.STP, M.Si.
KAS| PENERBITAN DOKUMEN DAN
| | XASIPENERBITAN DOKUMEN DAN B KASI KEMATIAN DAN KAS|I PENGESAHAN DAN KASI DATA DAN INFORMAS!I
PENDUDUK PENGANGKATAN ANAK — PENGAKUAN ANAK — T ANASTA TRIUBAYA SAKTI
NURHIDAYAT, SH Dra. FARDIAH ASIS PALAGUNA Hj. RAMLAH, SE, M.Si
UPTD

Dra. Hj. GUSNI, MM



Dari susunan organisasi yang telah dipaparkan oleh Penulis,

berikutnya akan dijelaskan mengenai tugas masing-masing bagian

yang diemban sesuai dengan data yang diperoleh pada kantor

Catatan Sipil Kota Makassar sebagai berikut:

1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijaksanaan, penyiapan koordinasi,
pembinaan, pemberian bimbingan dan pengendalian tugas
tugas kantor sesuai dengan kebijaksanaan Walikota
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis
ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta
melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana
kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.

Subbagian Perlengkapan
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Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan,
membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan
barang.

6. Bidang Administrasi Kependudukan
Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia dan
Warga Negara Asing.

7. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk
Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
menyusun rencana, melakukan pembinaan dan peningkatan
teknis pelayanan administrasi pendaftaran penduduk.

8. Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk
Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk mempunyai tugas
menyusun rencana dan melakukan pembinaan serta
peningkatan teknis pelayanan Mutasi Data dan Pelaporan
Penduduk.

9. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk
Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk mempunyai tugas
menyusun rencana, melakukan Pembinaan dan peningkatan
teknis pelayanan Penerbitan Dokumen Penduduk.

10.Bidang Akta Kelahiran, Kematian Dan Pengangkatan Anak
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Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan
pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan
akta pengangkatan anak.

11. Seksi Kelahiran Umum
Seksi Kelahiran Umum mempunyai tugas menyusun
rencana, melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kelahiran Umum.

12. Seksi Kelahiran Terlambat
Seksi Kelahiran Terlambat mempunyai tugas menyusun
rencana, melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kelahiran Terlambat.

13. Seksi Kematian Dan Pengangkatan Anak
Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak mempunyai tugas
menyusun rencana, melakukan Pencatatan Penerbitan Akta
Kematian dan Pengangkatan Anak.

14.Bidang Akta Perkawinan, Perceraian Dan Pangakuan Anak
Bidang Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak
yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta

Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.
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15. Seksi Akta Perkawinan
Seksi Akta Perkawinan mempunyai tugas menyusun
rencana, melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta
Perkawinan.

16. Seksi Akta Perceraian
Seksi Akta Perceraian mempunyai tugas menyusun rencana,
melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian.

17.Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak mempunyai
tugas melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta
Perceraian.

18.Bidang Data Dan Informasi
Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan
dan pengolahan data dan informasi data Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

19. Seksi Penyimpanan dan Perubahan
Seksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas
menyusun rencana, melakukan penyimpanan dokumen

kependudukan dan dokumen catatan sipil.
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20. Seksi Penyuluhan
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana,
melakukan penyuluhan penyelenggaraan Kependudukan
dan Catatan Sipil.

21.Seksi Informasi Data
Seksi Informasi Data mempunyai tugas menyusun rencana
dan melakukan pengelolaan serta pemantauan Kkinerja
database Kependudukan dan Catatan Sipil.

22.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang
kependudukan dan catatan sipil di satu atau beberapa

wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Selanjutnya, data tentang permohonan penyelesaian akta

catatan sipil pengangkatan dan pengesahan anak tahun 2012-2015:

Ketepatan Waktu
Jumlah Jumlah _

No. | Tahun | Pengangkatan | Pengesahan | Tépat | Tidak
Anak Anak Waktu Tepat
Waktu

1 2012 6 15 13 8
2 2013 7 19 15 11
3 2014 12 15 10 17

4 2015 4 18 17 7
Jumlah 29 52 55 43

Sumber: Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2016
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa data
permohonan penyelesaian akta catatan sipil pengangkatan dan
pengesahan anak tahun 2012-2015 dilakukan belum sesuai dengan
Pasal 43 huruf f Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan
Catatan Sipil, bahwa “akta pengakuan dan pencatatan pengesahan
anak dan kutipan paling lambat 3 (tiga) hari kerja”. Walaupun angka
dengan pelayanan yang tepat waktu lebih banyak, tetapi tidak dapat
dipungkiri masih ada pelayanan pengesahan dan pengangkatan anak

yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh
Ibu Nielma Palamba selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Makassar

(Wawancara, 1 Juli 2016) yakni:

Untuk penyelesaian proses permohonan baik pengangkatan
dan pengesahan dilakukan dengan upaya yang seefektif
mungkin. Apabila terdapat keterlambatan pelayanan hal itu
dikarenakan terdapat kendala yang tidak bisa dihindari. Dengan
pedoman undang-undang dan perda, dinas catatan sipil
berusaha melakukan yang terbaik demi memberikan pelayanan
terbaik bagi masyarakat kota Makassar.

Kantor Catatan Sipil dalam mengemban tugas yang strategis
ini, harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan
memperhatikan ketepatan waktu. Apabila batas waktu yang diatur
dalam peraturan daerah telah efektif, maka pelayanan dapat efisien

dan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat luas.
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3.2 Pelaksanaan Akta Pengesahan Dan Pengangkatan Anak Pada

Kantor Catatan Sipil Kota Makassar

Pelaksanaan Akta Pengesahan dan Pengangkatan mempunyai
tujuan dan prosedur yang berbeda-beda. Untuk pengesahan anak
yang lahir sebelum dilakukannya perkawinan, bertujuan untuk
menimbulkan akibat hukum terhadap anak, dan berlaku ketentuan
yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga

apabila telah disahkan maka anak menjadi anak yang sah.

Adapun proses yang harus dilalui dalam pengesahan anak
berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ramlah, Kasi

Pengesahan dan Pengakuan Anak (Wawancara, 12 Juli 2016) bahwa:

Prosedur yang harus ditempuh dalam pengesahan anak yang
dilakukan di kantor catatan sipil dengan berdasarkan pada
aturan yang berlaku adalah:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua
kepada Instansi Pelaksana paling lambat tiga puluh hari
sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan
melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang
tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut
hukum agama dan hukum negara.

3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil
mencatat pada register akta pengesahan anak dan
menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Kemudian untuk tahap selanjutnya, berdasarkan data yang

diperoleh pada kantor catatan sipil Kota Makassar ialah:
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1. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada

Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas

Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.

2. Pencatatan pengesahan anak dilakukan dengan memenubhi

syarat berupa:

a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala

@

Desa/Lurah;

Kutipan Akta Kelahiran;

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
Fotokopi Kartu Keluarga; dan

Fotokopi KTP pemohon.

3. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan dengan

tata cara:

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir

Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan
persyaratan di atas kepada Instansi Pelaksana atau
Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau
Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana
mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan
membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran

dan Kutipan Akta Kelahiran.
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Kemudian, tata cara dalam penyelesaian permohonan
penyelesaian akta pengesahan anak berdasarkan data yang diperoleh
dari kantor catatan sipil Kota Makassar adalah sebagai berikut:
1. Petugas Pelayanan di Dinas menerima berkas permohonan
sert meneliti pengisian formulir dan persayaratan yang telah
di tentukan.

2. Petugas Operator merekam Data Pengesahan Anak dalam
Data Base Kependudukan.

3. Kepala Seksi / Kepala Bidang mencatat pada Register Akta
Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register
Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

4. Kepala Dinas menanda tangani Pengesahan Anak yang

telah di buatkan catatan pinggir dan telah di paraf oleh

Kepala Seksi dan Kepala Bidang.

Selanjutnya, menurut Fardiah Asis, selaku Kasi Kematian dan
Pengangkatan Anak (Wawancara, 13 Juli 2016), tujuan dari
pengangkatan anak ialah:

Berdasarkan laporan selama ini tentang tujuan dilakukannya
pengangkatan anak, pada hakikatnya adalah untuk mengatasi
orang tua yang tidak mempunyai keturunan, kemudian karena
belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang
tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya dan
juga karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan
tidak mempunyai orang tua.
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Menurut Azis, salah satu tokoh masyarakat yang berada di
lingkungan sekitar kantor Catatan Sipil Kota Makassar (Wawancara,16

Juli 2016), terkait pengangkatan anak menyebutkan bahwa:

Orang tua yang tidak memiliki anak selama bertahun-tahun
dengan usaha yang maksimal akan memilih untuk mengangkat
anak. Hal ini menurut mereka dapat memberikan dorongan
yang lebih agar kelak dapat mempunyai anak.

Dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa, pengangkatan
anak merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan bagi orang
tua yang belum memiliki anak. Dengan hadirnya kantor catatan sipil,
diharapkan dapat membantu proses pengangkatan anak dengan

mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

Adapun prosedur dalam pengangkatan anak menurut Ibu
Nielma Palamba selaku kepala dinas kantor Catatan Sipil Kota

Makassar (Wawancara, 20 Juli 2016) yakni:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan
pengangkatan anak adalah pemohon mengajukan surat
permohonan pengangkatan anak tersebut ke Pengadilan.
Apabila surat permohonan sudah didaftarkan dan sudah terima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, kemudian tinggal
menunggu jadwal persidangan pengangkatan anak. Apabila
telah ada putusan bahwa orang tua baru dapat melakukan
pengangkatan anak maka untuk selanjutnya dapat mengajukan
permohonan pengangkatan anak ke kantor catatan sipil.
Pemohon harus melampirkan surat permohonan dari orang tua
yang baru yaitu dengan mengisi formulir pelaporan akta
pengangkatan anak beserta persyaratan yang telah di tentukan
berupa putusan pengadilan negeri, foto copy Kartu Keluarga,
KTP, akta pernikahan orang tua yang baru dan membawa akta
kelahiran anak yang akan diangkat.
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Seperi yang ditambahkan oleh Muhammad Yarman, selaku
Sekretaris pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar (Wawancara, 20

Juli 2016) bahwa:

Setiap melakukan pengangkatan anak dan sudah memperoleh
penetapan dari pengadilan, maka harus dilaporkan kepada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna membuat
catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta
kelahiran anak yang diangkat tersebut.

Untuk proses selanjutnya, apabila telah mendapatkan
penetapan atau putusan dari Pengadilan Negeri bahwasannya
pemohon atau orang tua baru telah berhak melakukan pengangkatan
anak dan telah memenuhi persayaratan yang dipenuhi pada kantor
catatan sipil, selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari kantor

catatan sipil Kota Makassar ialah sebagai berikut:

1. Petugas pelayanan dinas menerima berkas permohonan
Pelaporan Akta Pegangkatan Anak.

2. Meneliti berkas Permohonan Pelaporan Akta Pengangkatan
Anak berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan.

3. Bendahara penerima menerima retribusi biaya cetak Akta
Pengangkatan Anak untuk selanjutnya di setor ke Kas
Daerabh.

4. Petugas Operator menerbitkan Kutipan Akta Pengangkatan
Anak.

5. Petugas Operator melakukan Verifikasi Data dan Entri Data.
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6. Kepala Seksi meneliti hasil Out Put Akta Pengangkatan Anak
selanjutnya memaraf Kutipan Akta.

7. Kepala Seksi melaporkan hasil Out Put yang telah di
terbitkan oleh Operator kepada Kepala Bidang untuk
selanjutnya di lakukan paraf pada Akta Pengangkatan Anak
serta memberi catatan pinggir pada Akta Pengangkatan
Anak dalam Perkawinan.

8. Kepala Bidang meneliti kembali hasil ketikan Out Put Akta
Pengangkatan Anak untuk selanjutnya di ajukan kepada
Kepala Dinas.

9. Kepala Dinas menanda tangani Kutipan Akta Pengangkatan

Anak.

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa
Penetapan Pengadilan Negeri, serta telah melaporkannya pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah
secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang
mengangkatnya. Dengan sudah sahnya pengangkatan anak tersebut
secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya. Yaitu adanya
hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah
tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua
angkat, kedudukan anak angkat terhadap harta benda dalam rumah

tangga orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam hal
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kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan

anak angkatnya.

Ditambahkan oleh Aziz, tokoh masyarakat yang berada di

sektiar tempat tinggal Penulis (Wawancara, 17 Juli 2016) bahwa:

Orang tua yang baru berkewajiban untuk memelihara dan
mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya.
Misalnya meliputi pemberian kasih sayang, pemberian nafkah,
pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala
kebutuhannya.

Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat sudah seperti
anak kandung sendiri. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak
membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal
apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang
lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang

tua angkatnya.

3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Akta Pengangkatan

Dan Pengesahan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar

Berdasarkan tabel 1 pada sub bab sebelumnya, dapat dilihat
bahwa data permohonan penyelesaian akta catatan sipil
pengangkatan dan pengesahan anak tahun 2012-2015 terdapat
perbedaan jumlah antara kedua permohonan tersebut. Pada jumlah
pengangkatan anak, jumlah rata-ratanya ialah sebesar 7, sedangkan
pengesahan anak sebanyak 13. Pada permohonan pengangkatan

anak jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pengesahan anak. Hal ini
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dikarenakan proses pengangkatan anak yang membutuhkan waktu
lebih lama dibanding pengesahan anak. Seperti yang diutarakan oleh
Bapak Muhammad Yarman selaku Sekretaris pada Dinas Catatan

Sipil Kota Makassar (Wawancara, 20 Juli 2016) yakni:

Pengangkatan anak membutuhkan waktu dan proses yang
lebih lama dibandingkan pengesahan anak. Hal ini dikarenakan
pada pengangkatan anak, tidak terdapat hubungan darah
dengan anak tersebut, dan melalui proses di pengadilan negeri
terlebih dahulu dan ke kantor catatan sipil, sehingga
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses
penyelesaiannya.

Kemudian ditambahkan oleh Ilbu Ramlah selaku Kasi
Pengesahan dan Pengangkatan Anak (Wawancara, 20 Juli 2016)

terkait kendala dalam pengangkatan anak, bahwa:

Terkadang keadaan ekonomi orang tua yang ingin melakukan
pengangkatan anak tergolong kurang mampu sehingga tidak
diberikan kewenangan untuk melakukan pengangkatan anak
oleh hakim di pengadilan negeri.

Lebih lanjut, kendala yang dihadapi dalam pengesahan anak
adalah terlambat mendaftarkan anak untuk dilakukannya pengesahan
pada kantor catatan sipil. Seperti yang diutarakan oleh Chaidir, Kasi
Penyuluhan pada kantor catatan sipil Kota Makassar (Wawancara, 20

Juli 2016) bahwa:

Dalam kasus keterlambatan pengesahan anak, banyak
dilatarbelakangi dengan ketidaktahuan orang tua akan
ketetapan jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan yang
berlaku sebagai rujukan pada kantor catatan sipil Kota
Makassar.
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Terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat
dalam melakukan permohonan akta pengangkatan dan pengesahan
anak. Hal ini dijelaskan oleh Azis, tokoh masyarakat yang berada di
sekitar lingkungan tempat tinggal Penulis (Wawancara, 17 Juli 2016)
bahwa:

Kendala yang sering dialami oleh warga adalah tidak tepatnya

waktu yang ditentukan dalam proses penyelesaian permohonan

yang diajukan. Hal ini pasti merugikan masyarakat yang ingin
pengurusannya dapat cepat terselesaikan. Akibatnya

masyarakat menjadi kecewa dan rugi dalam hal biaya, tenaga,
dan waktu karena harus kembali lagi di hari lain.

Hal tersebut ditambahkan oleh Baso, warga yang mengurus
akta kependudukan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar
(Wawancara, 18 Juli 2016) bahwa: “Pelayanan yang diberikan
terkadang kurang memuaskan, karena pengurusan yang dijanjikan
akan selesai, belum juga selesai, masyarakat pasti akan kecewa

dengan pelayanan yang lamban”.

Untuk kendala yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat
pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan yang
diutarakan Chaidir, pada bagian Kasi Penyuluhan pada Kantor

Catatan Sipil Kota Makassar (Wawancara, 20 Juli 2016), bahwa:

Kami telah  berusaha semaksimal mungkin  untuk
menyelesaikan permohonan akta dengan tepat waktu, tapi
setiap harinya ada begitu banyak permohonan yang masuk,
jadi kami kesulitan untuk menyelesaikan semuanya tepat
waktu. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana,
dimana komputer dan printer sering macet, jadi pekerjaan juga
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seringkali tertunda menunggu printer atau komputernya selesai
diperbaiki.

Diharapkan kantor catatan sipil Kota Makassar dapat
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan
adanya kendala dari segi sarana agar supaya lebih dibenahi dan teliti
dengan lebih antisipasi dengan adanya kerusakan-kerusakan

terhadap sarana penunjang.

3.4 Hasil Pengawasan Penyelesaian Dan Pemberian Akta

Pengangkatan Dan Pengesahan Anak

Melihat dari kasus akan ketidaktahuan beberapa masyarakat
akan jangka waktu dalam proses permohonan pengesahan anak,
fungsi pengawasan dan penyuluhan dari SKPD terkait patut
dipertanyakan. Karena dengan pengawasan dan sosialisasi yang
merata dan berkesinambungan akan dapat dipastikan kendala yang

dihadapi akan berkurang.

Menjawab permasalahan terkait pengawasan, menurut
Chaidir, Kasi Penyuluhan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota

Makassar (Wawancara, 20 Juli 2016) bahwa:

Pengawasan selalu dilakukan agar sosialisasi terus
digalakkan kepada masyarakat luas, tetapi ketika di lapangan
terkadang tidak banyak masyarakat yang antusias dengan
penyuluhan yang dilakukan. Tujuannya adalah agar dapat
memahami akan tanggung jawab sebagai orang tua.
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Apabila melihat dari pernyataan diatas dapat disimpulkan
bahwa sosialisasi telah dilakukan, tetapi pemerataan dan tingkat
penyuluhan yang sangat terbatas, dan juga kurangnya minat

masyarakat akan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Kerugian yang dialami pada sebagian masyarakat sangat
berdampak terhadap efektifitas kehidupan mereka, dimana waktu,
tenaga dan biaya yang seharusnya bisa dialihkan ke urusan lain
terhambat dengan kurangnya sosialisasi dan minat masyarakat itu

sendiri akan proses pengangkatan dan pengesahan anak.

Penyelesaian permohonan dan pemberian akta pengangkatan
dan pengesahan anak perlu dibenahi baik dari segi pelayanan yang
diberikan maupun efektifitas waktu yang telah diatur dalam Undang-

Undang maupun Perda.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh SKPD terkait harus
mampu memperhatikan pelayanan yang diberikan dengan terus
memaksimalkan fungsi monitoringnya dengan selalu memantau
pelayanan yang diberikan kantor catatan sipil kota Makassar
terhadap masayarakat. Apabila dalam Pasal 21 Perda Nomor 9
Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil di Kota Makassar mengatur tentang

diberlakukannya pengawasan dan penertiban minimal 2 (dua) kali
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dalam satu tahun, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi waktu untuk

dilakukannya pengawasan dan penerbitan tersebut.
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BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan Penulis maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian akta pengangkatan
dan pengesahan anak pada kantor catatan sipil Kota Makassar
belum bisa dikatakan telah sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun
2009 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil di Kota Makassar. Hal ini dapat terlihat dari data yang
diperoleh di lapangan bahwasannya masih banyak permohonan
penyelesaian akta pengangkatan dan pengesahan anak yang di
luar waktu yang telah ditentukan.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketepatan waktu
penyelesaian akta pengangkatan dan pengesahan anak pada
Kantor Catatan Sipil Kota Makassar adalah sarana pendukung
yang kurang memadai dalam menunjang kinerja pada Kantor
Catatan Sipil Kota Makassar seperti segala jenis peralatan,
perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat
utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan sarana
pelayanan sangat penting disamping peran unsur manusianya

sendiri. Hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan ketepatan
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waktu dalam penyelesaian akta pengangkatan dan pengesahan
anak karena banyaknya akta yang harus dilayani dan pada
akhirnya ketepatan waktu yang telah diatur dalam Perda Nomor 9
Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil di Kota Makassar tidak dapat tercapai.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan

beberapa saran sebagai berikut :

1. Dilihat dari fungsi ketepatan waktu dalam penyelesaian akta
pengangkatan dan pengesahan anak pada kantor catatan sipil
Kota Makassar yang belum sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun
2009 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil di Kota Makassar, diharapkan semua pihak-pihak
terkait dalam Kantor Catatan Sipil mampu memberikan pelayanan
yang maksimal dan bersifat antisipatif. Hal ini diperlukan agar
ketepatan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dapat berjalan sesuai amanabh.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketepatan waktu
penyelesaian akta pengangkatan dan pengesahan anak yang
dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar harus
diselesaikan secara kolektif. Pembenahan akan semua sarana

penunjang utama dalam penyelesaian dokumen-dokumen

55



kependudukan perlu diberi perhatian khusus. Dengan cara
tersebut pula, kendala yang dihadapi dapat diatasi secara
bersama-sama dan pada akhirnya akan memberikan dampak

positif terhadap pelayanan publik bagi masyarakat luas.
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Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 9312/S.01.P/P2T/06/2016, Tanggal 30 Juril 2018,
Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama . SYARIFUDDIN TABA

NIM / Jurusan . 4512060079 / llmu Hukum
Pekerjaan . Mahasiswa (S1) Univ. Bosowa
Alamat - JI. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Judul - “ANALISIS KETENTUAN TENTANG ASAS KETETAPAN
it WAKTU DALAM PENYELESAIAN DOKUMEN AKTA
CATATAN SIPIL (STUDI KASUS KANTOR CATATAN SIPIL

MAKASSAR)”

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam
rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan
mulai tanggal 01 Juli s/d 11 Agustus 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

ANWWALIKOTAMAKASSAR
. KEPALA-BADAN KESBANG DAN POLITIK

*/Drs: AKHMAD NAMSUM, MM.
Pangkat : Penata Tk. |
NIP - 19670524200604 1004

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul — Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar,

3 Dekan Fak. Hukum Univ. Bosowa di Makassar;
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR '

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ‘%M
u Jalan §t. Alauddin No. 295 Telp. (0411) 866520 Fax. (0411) 8215636 Makassar A5,

(g

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/328/Dukpil/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SYARIFUDDIN TABA

NIM /Jurusan : 4512060079 / Ilmu Hukum

Pekerjaan : Mahasiswa ( S.1 ) Univ. Bosowa -

Alamat . 1. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Judul : “ANALISIS KETENTUAN TENTANG ASAS
KETETAPAN WAKTU DALAM

PENYELESATAN DOKUMEN AKTA
CATATAN SIPIL (STUDI KASUS KANTOR
CATATAN SIPIL MAKASSAR) ”

Benar telah 'melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 01 Juli s/d 25 Juli 2016
Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestiny:i.

= Makassar, 26 Juli 2016

An. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
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